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A. Tujuan

SOP ini dibuat untuk mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian kasus perceraian

bagi PNS di Politeknik Negeri Lhokseumawe mulai dari proses pengaduan, mediasi

dan pembinaan agar tertib, lancar dan tepat.

1. Tata cara pemrosesan Bimbingan Perceraian Pegawai pada Politeknik Negeri

Lhokseumawe.

2. Tahapan yang harus dilakukan dalam pemrosesan Bimbingan Perceraian pada

Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

Meliputi Tata cara dan langkah-langkah yang dilakukan untuk Pemrosesan Pembinaan

kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Lhokseumawe

C. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan,

pemindahan dan perberhentian Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi

Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah

No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian

kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada

pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
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D. Istilah dan Definisi

SAPK : Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian milik Badan Kepegawaian

Negara yang berfungsi untuk memudahkan pihak kepegawaian yang

diberikan otoritas agar dapat mengakses data kepegawaian.

BUKK : Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

SK : Surat Keputusan oleh pimpinan/pejabat yang berwenang

BAP : Berita Acara Pemeriksaan

BINAP : Pembinaan Aparatur untuk kasus perceraian dikalangan Pegawai

Negeri Sipil.

E. DokumenTerkait

- SK dokumen Kepegawaian

- BAP

- Surat Pengaduan

F. Catatan Mutu/Record

- Dokumen Pelaksanaan Binap Pegawai dan Rekomendasi Tim Binap.

G. Indikator Keberhasilan

Diterbitkannya SK izin untuk melaksanakan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

H. Urutan Prosedur

1. Menerima Surat Izin permintaan untuk melaksanakan perceraian dari pegawai.

2. Membuat Surat Pemanggilan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadap TIM Binap

Perceraian

3. Melakukan Sidang/Bimbingan Perecaraian

4. Membuat Berita Acara (BAP) Sidang/Pembinaan Perceraian

5. Mengeluarkan Surat Izin Perceraian dari Politeknik Negeri Lhokseumawe.
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I. Bagan Alir

No Uraian Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Pegawai
Direktur/
Wadir/ Kabag

Subbag
Hukum Tata
Laksana dan
Kepegawaian

Tim
Binap

Kelengkapan Waktu Output

1. Menerima Surat Izin
permintaan untuk
melaksanakan perceraian dari
pegawai

Pemberi
tahuan

Ke TIM

1
hari

Surat
Pemanggilan

2. Membuat Surat Pemanggilan
Pegawai Negeri Sipil untuk
menghadap TIM Binap
Perceraian

Tidak
hadir

Hadir

Panggilan
1, 2 & 3 30

menit
Mengirim

Surat Ke PNS

3. Melakukan Sidang/Bimbingan
Perecaraian

1
hari

Sidang/
Pembinaan

4. Membuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP)
Sidang/Pembinaan
Perceraian

Dok
1

jam
Dokumen

5. Mengeluarkan Surat Izin
Perceraian dari Politeknik
Negeri Lhokseumawe

Dok
1

jam
SK
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J. Lampiran

1. Berita Acara
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2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian
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